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BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK  

A. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum  

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal 

lainnya.38 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya 

sebagai manusia.39 

Menurut Soetjipto, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk 

bertindak dalam hal tersebut dan sekaligus merupakan tujuan memberikan 

perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan tersebut harus diwujudkan 

dalam bentuk adanya kepastian hukum.40 

 
38 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 

1987, Hlm. 25. 
39 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm. 3. 
40 Soetjipto Raharjo. Permasalahan Hukum di Indonesia. Alumni. Bandung, 1983. hlm 121 
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Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal 

ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh 

hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang 

dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan 

sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia 

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.41  

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 

diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang 

bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif 

(pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka 

menegakkan peraturan hukum.42 

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan 

represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan 

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan 

 
41 C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

1980, hlm. 102 
42 Radhy Alfian Santara, Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang Bus Antar Kota Dalam 

Provinsi (AKDP) yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Pada Bus 

AKDP Trayek Bandung-Bogor), Skripsi (S1) Thesis, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2017, 

Hlm. 41. 
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diskresi, sedangkan pelindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum 

yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.43 

B. Pengertian dan Jenis Korban 

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang 

bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang 

menimpa dirinya ,antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban 

dari para ahli yaitu :  

a. Arief Gosita, sebagaiman korban yang menderita jasmani dan rohani 

yang di akibtkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri 

sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.44 

b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Victimologi 

Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban 

adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan 

mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan 

atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan 

lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan 

fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak 

pidana.45 

c. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu 

maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau 

 
43 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya , 

1987, Hlm. 2. 
44 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, Hlm. 63. 
45 Bambang Waluyo, VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta 

Timur, 2011, Hlm. 9. 
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mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-

haknya yang fundamental melalui perbuatn atau komisi yang melanggar 

hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan 

kekuasaan.46 

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa “Korban adalah orang 

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” 

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyebutkan bahwa “Korban adalah 

orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik 

fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami 

pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat 

langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban 

adalah juga ahli warisnya”.  

Perkembangan dari ilmu tentang korban yaitu viktimologi selain mengajak 

setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis 

korban hingga muncullah berbagai jenis korban,yaitu sebagai berikut. 

a. Nonparticipating victims, upaya penanggulangan tindak pidana yang 

mana mereka tidak memperdulikannya.  

 
46 Muladi, HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2005, 

Hlm. 108. 
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b. Latent victims, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan 

tertentu sehingga minim menjadi korban.  

c. Procative victims, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak 

pidana.  

d. Participating victims, mereka yang berprilaku tidak sewajarnya sehingga 

memudahkan dirinya menjadi korban.  

e. False victims, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang 

menjadikan dirinya menjadi korban.47 

C. Ide Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling 

menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan 

sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. 

Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh 

pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. 

Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya 

berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Dalam 

setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) 

seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan 

yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus 

dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban 

kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan 

 
47 Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara 

Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 49. 
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tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia 

yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.48 

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara 

memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh 

karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya 

perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat 

dari dibentuknya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of 

Crime and Abuses of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai 

hasil dari The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime 

and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, 

Sepetember 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: “Offenders 

or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, 

make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution 

should include the return of property or payment for the harm or loss 

suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, 

the provision of services and the restoration of rights”. (Pelaku atau mereka 

yang bertangung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi 

restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa 

pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, 

kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan 

 
48 Ni Putu Rai Yuliarti, Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jurnal 

Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 1, No. 1, Februari 2015, 

Bali, Hlm. 87. 
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korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk 

pelayanan dan pemenuhan atas hak).49 

D. Ketentuan Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak 

Pidana di Indonesia 

Perlindungan korban tindak pidana tecermin dalam beberapa ketentuan 

dasar yang bersifat konstitusional yakni pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 hasil amandemen dikatakan bahwa segala warga Negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

Secara idiologis ditegaskan dalam nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, yaitu:  

a. Nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu: 

1) mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara 

sesama manusia 

2) saling mencintai sesama manusia  

3) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan  

4) berani membela kebenaran dan keadilan  

b. Nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan, yaitu:  

1) keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral 

kepada Tuhan Yang Maha Esa  

 
49 Johan Runtu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan 

Pidana, Lex Crime, Vol.1, No. 2, April-Juni 2012, Manado, Hlm. 22. 
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2) menunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

kebenaran dan keadilan  

c. Nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu:  

1) bersikap adil  

2) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban  

3) menghormati hak-hak orang lain.50 

E. Pengertian Tindak Pidana atau Strafbaarfeit 

Perkataan feit itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian suatu 

dari kenyataan: sedangkan strafbaar berarti “dapat dihukum”, sehingga 

secara harfiah perkataan strafbaarfeit itu dapat diterjemahkan sebagai 

“sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu 

tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu 

sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan 

ataupun tindakan.51 

Profesor Simons telah merumuskan strafbaarfeit itu sebagai suatu 

“tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 

tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 

tindakan yang dapat dihukum”.52 

 
50 Solly Lubis, Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, Alumni, Bandung, 1985, Hlm. 49-50. 
51 P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di 

Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 179. 
52 Idem, Hlm. 183. 

::repository.unisba.ac.id::



31 

 

 
 

Pengertian tindak pidana yang mana tidak hanya di rumuskan oleh 

KUHP.53 Seperti diketahui strafbaarfeit telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan 

sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, 

perbuatan pidana, tindak pidana. Pengertian tindak pidana ini muncul dan 

berkembang dari pihak kementrian kehakiman yang sering dipakai dalam 

perundang-undangan meskipun lebih singkat dari pada perbuatan, akan tetapi 

tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya 

menunjukkan hal yang konkrit.54 

Kesimpulan dari pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan atau 

perilaku manusia yang menyimpang dan melanggar aturan hukum pidana dan 

perilaku tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh instansi hukum yang 

berwenang dan diadili berdasarkan undang-undang yang terkait. Jadi, 

berdasarkan tindak pidana dalam kasus yang saya analisis merupakan tindak 

pidana prostitusi anak dibawah umur.   

F. Pengertian Prostitusi, Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi serta 

Aturan Hukum Mengenai Prostitusi 

Menurut Bonger prostitusi adalah gejala sosial ketika wanita 

menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya.55  

 
53 S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Storia 

Grafika, 2002, Hlm. 204. 
54 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT.Refika 

Aditama. 2003, Hlm.79 
55 Endang R. Setyaningsih Mamahit, Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak, Kepustakaan 

Populer Gramedia, Jakarta, 2010, Hlm. 44-45. 
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Menurut Commenge dan Soedjono prostitusi adalah suatu perbuatan 

dimana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, untuk 

memperoleh pembayaran dari laki yang datang membayarnya dan wanita 

tersebut tidak ada mata pencaharian nafkah lain dalam hidupnya kecuali yang 

diperoleh dengan melakukan hubungan sebentar-sebentar dengan banyak 

orang.56 

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena 

menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi 

menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, 

pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. 

Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain: 

a. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi; 

b. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat; 

c. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram; 

d. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan;57 

Prostitusi juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang 

tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai 

kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya 

bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Kemudian 

 
56 John Godwin, Pekerjaan Seks dan Hukum di Asia Pasifik: Hukum, HIV, dan Hak Asasi Manusia 

dalam Konteks Pekerjaan Seks, Oktober, 2012, Hlm. 32. 
57 Arya Mahardhika Pradana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan 

Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat Dalam Prostitusi, Jurnal Hukum dan 

Pembangunan, Vol. 45, No. 2, Depok, 2015, Hlm. 227. 
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ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua 

hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat 

umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat 

atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan 

lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka 

orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak 

perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak 

menghendaki perbuatan itu. 

Berbagai faktor terjadinya prostitusi tidak hanya terjadi pada kota 

Metropolitan saja, melainkan di kota besar lainnya seperti Bandung 

merupakan ladang prostitusi yang cukup berkembang. Kegiatan tersebut tidak 

hanya dilatarbelakangi faktor ekonomi semata, namun berbagai faktor lainnya 

yang dapat maraknya kejadian prostitusi di Bandung. Melihat fenomena ini, 

sikap pemerintah ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh 

para penegak hukum. Penegak hukum memberantas prostitusi dengan 

peraturan yang ada, namun pemerintah membuat lokalisasi dengan 

melegalkannya. Padahal prostitusi sudah merusak moral para generasi muda 

negeri ini. Ajang prostitusi dijadikan hal yang biasa untuk mengumbar 

nafsu.58 

 
58 Oksidelfa Yanto, “Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak yang Bersifat Ilegal 

dan Melawan Hak Asasi Manusia (The Prostitution As The Crime Concerning Exploitation of the 

Children and Against Human Right)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.2, No.4, Desember 2015, 

Tangerang Selatan, Hlm. 6. 
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Faktor pendorong seseorang melakukan praktek prostitusi atau menjadi 

pelacuran yaitu:59  

a. Terpaksa keadaan ekonomi, keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk 

menjalani prostitusi. Termasuk dalam faktor ini antara lain berasal dari 

keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk 

mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, 

tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, 

minimnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya ketempat 

pelacuran.  

b. Ikut arus, prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari 

nafkah karena rekan-rekan mereka di kampung sudah melakukannya dan 

bagi masyarakat daerah pelacuran merupakan alternatif pekerjaan.  

c. Frustasi, kegagalan seseorang untuk mencapai tujuan hidup disebut 

fustasi. Seseorang yang sangat mendambakan kehidupan rumah tangga 

yang bahagia akan frustasi bila mengalami perceraian, seorang yang 

mencintai kekasihnya akan frustasi bila mengalami kegagalan cinta. 

Keadaan ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati. Pada 

umumnya mereka yang terlibat dalam prostitusi karena ingin membalas 

sakit hatinya. 

Disamping faktor diatas, prostitusi juga disebabkan karena adanya 

keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, 

 
59 Sedyaningsih, Perempuan-perempuan Keramat Tunggak, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, 

Hlm. 30-31 
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khususnya di luar ikatan perkawinan; Komersialisasi dari seks, baik dari 

pihak wanita maupun germo-germo dan oknum-oknum tertentu yang 

memanfaatkan pelayanan seks; Dekadensi moral, merosotnya norma-norma 

asusila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup, 

dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati; Kebudayaan eksploitasi 

pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah (seperti) 

wanita untuk tujuan- tujuan komersil.60 

Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi diatur dalam Pasal 296 

KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang 

pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau 

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.61 

Beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu 

Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki 

untuk dijadikan pekerja seks; Dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang 

mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada 

Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.62 Kemudian 

mengenai pelaku mucikari, atau seorang bandar dari prostitusi terdapat pada 

Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil 

keuntungan dari tindakan prostitusi.63 

 
60 Ainul Fu’adah Hasanah, Masalah Prostitusi Atau Pelacuran, 

http://catatannazla.blogspot.com/2013/01/makalah-prostitusi.html, (Diakses tanggal 13 Mei 2020, 

Pukul 06:42 WIB).  
61 Soedjono .D., Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat, Karya 

Nusantara, Bandung, 1997, Hlm. 60. 
62 Ibid, Hlm. 61-62  
63 Ibid, Hlm. 110 
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G. Pengertian Anak, Ketentuan Hukum Perlindungan Anak  

Menurut R.A. Kosnan bahwa anak yaitu manusia muda dalam umur 

muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk 

keadaan sekitarnya.64 

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari 

perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak 

menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak 

pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. 

Bahwasannya pengertian anak dapat dilihat dari berbagai aspek 

kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum. 

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama 

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam 

hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan 

mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah 

SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai 

kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus 

diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun 

batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak 

mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya 

untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam 

pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang 

 
64 R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 , Hlm. 

113. 
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tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia 

sebagai rahmatan lila’lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian 

ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, 

diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima 

oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. 

b. Pengertian Anak Dari Aspek Ekonomi 

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokan pada golongan non 

produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok 

anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi finansial 

sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang 

didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat 

anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau 

produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok 

pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi 

kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas 

kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kendungan, dalam 

lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan 

perkembanganya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari 

ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat. 
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c. Pengertian Dari Apek Sosiologis  

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah 

SWT yang senan tiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa 

dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang 

mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di 

lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih 

mengarah pada perlindungan kodrat anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan 

adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai 

wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya 

terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses 

pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang 

belum dewasa. 

d. Pengertian Anak dari Aspek Hukum  

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal 

ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang 

mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. 

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari 

pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus 

sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi 

pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut:65 

 
65 Andi Lesmana, https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/, (diakses tanggal 12 Mei 2020, 

pukul 05.41 WIB). 
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1) Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, bahwasannya anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. 

2) Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 

tentang Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak 

yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

disebabkan oleh tindak pidana. 

3) Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang 

berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah 

demi kepentingannya. 

Perlunya langkah-langkah afirmatif untuk perlindungan anak sebagai 

kelompok yang lemah dan rentan. Tanggung jawab perlindungan anak 

terletak pada orang tua, maka orang tualah yang menjadi ujung tombak 

perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang 

Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi, “orang tua mempunyai 

hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada 

anaknya”, artinya bahwa orang tua yang memutuskan tentang informasi 

maupun pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya ini sejalan dengan 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 10 

yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak menyatakan dan didengar 

pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan 

nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.66 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak 

dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik 

tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 

komprehensip, maka Undangundang tersebut meletakkan kewajiban 

memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas 

Nondikriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk 

hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan 

terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan 

dalam 2 (dua) bagian yaitu:  

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan 

dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.  

2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan 

dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan67 

 
66 Trini Handayani, “Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual 

Pada Anak”,  Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II, No. 02, Cianjur, Juli-Desember 2016, Hlm. 827. 
67 Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi 

Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016, Hlm. 

253. 
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Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud 

apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. 

Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di 

Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah 

daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.68 

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak mengenai pengaturan dan pengawasan bahwa negara, pemerintah, dan 

pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan 

anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang 

lain yang bertanggung jawab terhadap anak. 

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak menjelaskan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah 

menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan 

pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. 

Pasal 59 ayat (1) UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban 

dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, 

yang salah satunya adalah kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. 

 
68 Ibid, Hlm. 253. 
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Menurut Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

mendefinisikan “anak yang berhadapan dengan hukum” (berhubungan 

dengan tindak pidana) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 

a. Anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang telah berumur 

12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

yang diduga melakukan tindak pidana; 

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, adalah anak yang belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak 

pidana; dan 

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, 

dan/atau dialaminya sendiri. 69 

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak menjelaskan tentang perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan 

dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b 

dilakukan melalui: 

 
69 Abi Jam’an Kurnia, S.H., Persidangan Perkara Anak Tidak Selalu Tertutup Untuk Umum 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c75daddb3abf/persidangan-perkara-anak-

tidak-selalu-tertutup-untuk-umum/ (Diakses tanggal 6 Agustus 2020, Pukul 14:35) 
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a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya; 

b. pemisahan dari orang dewasa; 

c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d. pemberlakuan kegiatan rekreasional; 

e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; 

f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; 

g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai 

upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 

h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya. 

j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya 

oleh Anak; 

k. pemberian advokasi sosial; 

l. pemberian kehidupan pribadi; 

m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; 

n. pemberian pendidikan; 

o. pemberian pelayanan kesehatan; dan 

p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang 

besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan 

mengeluarkan peraturanperaturan tentang pemberian perlindungan terhadap 

anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang 

nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan 

mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan 

perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan 

bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta 

demi kesejahteraan umum. 

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi 

anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap 

kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun 

masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta 

masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika 

mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa 

nyaman berada diluar rumah. 

Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya 

orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, 

Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-

organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.70 

 

 
70 Ibid, Hlm. 254-255. 
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